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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kekuasaan politik dan otoritas fikih dalam pembentukan 

hukum Islam pada masa kerajaan Islam, termasuk dalam konteks kerajaan Islam di Nusantara. Dalam sejarah peradaban 

Islam, hukum Islam tidak hanya berkembang sebagai sistem norma keagamaan yang bersumber dari al -Qur’an dan hadis, 

tetapi juga berinteraksi dengan struktur kekuasaan politik dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan historis-normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur klasik,  

buku, dan artikel ilmiah yang membahas sejarah hukum Islam serta peran ulama dan penguasa dalam sist em pemerintahan 

Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan tidak terlepas dari interaksi 

antara otoritas keilmuan ulama dan otoritas politik penguasa. Ulama berperan dalam merumuskan prinsip -prinsip hukum 

melalui ijtihad, fatwa, serta peran mereka dalam lembaga peradilan, sementara penguasa memiliki kewenangan dalam 

menerapkan dan melembagakan hukum tersebut dalam sistem pemerintahan. Integrasi antara kedua otoritas tersebut 

dapat dilihat dalam beberapa model hubungan, yaitu model legitimasi keagamaan, model konsultatif, dan model 

institusional. Pola integrasi tersebut dapat ditemukan dalam berbagai kerajaan Islam, baik di dunia Islam maupun di 

Indonesia, seperti Samudera Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, dan Kesultanan Demak, yang menunjukkan adanya kerja 

sama antara ulama dan penguasa dalam penerapan hukum Islam. Selain itu, integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas 

fikih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan legitimasi keagamaan, perkembangan i lmu fikih, struktur 

pemerintahan, sistem peradilan Islam, serta kondisi sosial dan politik masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

hukum Islam dalam sejarah kerajaan merupakan hasil interaksi dinamis antara otoritas keagamaan dan kekuasaan politik 

dalam membentuk sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat Muslim. 

 

Kata kunci: hukum Islam, kekuasaan politik, ulama, kerajaan Islam, integrasi hukum. 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 

Sejak masa awal perkembangan peradaban Islam, hukum Islam tidak hanya berkembang 
sebagai sistem norma keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen yang memiliki keterkaitan erat dengan 

kekuasaan politik. Dalam praktik sejarah, pembentukan dan penerapan hukum Islam sering kali 

melibatkan dua otoritas utama, yaitu otoritas keagamaan yang diwakili oleh para ulama dan ahli fikih, 
serta otoritas politik yang berada di tangan para khalifah, sultan, atau penguasa kerajaan Islam. 

Hubungan antara dua otoritas tersebut membentuk dinamika tersendiri dalam proses pembentukan 

hukum Islam, terutama pada masa kerajaan-kerajaan Islam yang memiliki sistem pemerintahan 
terstruktur. 

Pada konteks sejarah hukum Islam, fikih berkembang melalui proses ijtihad para ulama yang 

berlandaskan pada sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur’an dan hadis. Namun dalam praktik 
kenegaraan, penguasa sering kali memiliki kepentingan administratif dan politik yang menuntut adanya 
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aturan hukum yang lebih operasional dan dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan. Kondisi ini 
melahirkan suatu proses interaksi antara otoritas ulama sebagai pemegang otoritas keilmuan dalam 

bidang hukum Islam dan penguasa politik sebagai pemegang otoritas dalam pelaksanaan 

pemerintahan. 
Masa berbagai kerajaan Islam dalam sejarah dunia Islam, hubungan antara ulama dan penguasa 

tidak selalu berada dalam posisi yang sama. Dalam beberapa periode, para ulama memiliki pengaruh 

besar dalam menentukan arah kebijakan hukum, sementara dalam periode lain penguasa memiliki 
peran yang lebih dominan dalam menentukan bentuk regulasi yang berlaku di masyarakat. Dinamika 

tersebut menunjukkan bahwa pembentukan hukum Islam dalam sistem pemerintahan kerajaan tidak 

hanya dipengaruhi oleh pertimbangan teologis dan metodologis dalam fikih, tetapi juga oleh faktor 
politik, sosial, dan kebutuhan administratif negara. 

Interaksi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih tersebut pada akhirnya melahirkan 

berbagai bentuk integrasi dalam pembentukan hukum Islam. Dalam beberapa kasus, penguasa 
memberikan ruang yang luas bagi ulama untuk menentukan kebijakan hukum melalui fatwa dan 

keputusan peradilan. Di sisi lain, terdapat pula kondisi di mana penguasa menetapkan kebijakan 
hukum tertentu yang kemudian memperoleh legitimasi keagamaan dari para ulama. Pola hubungan 

seperti ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam praktik pemerintahan kerajaan tidak selalu 

berkembang secara independen dari kekuasaan politik, melainkan melalui proses negosiasi dan 
adaptasi antara kepentingan keagamaan dan kebutuhan negara.  

Kajian mengenai hubungan antara kekuasaan politik dan hukum Islam sebenarnya telah 

banyak dibahas dalam studi sejarah hukum Islam. Namun sebagian besar penelitian lebih menekankan 
pada aspek perkembangan mazhab fikih atau pada kebijakan hukum yang diambil oleh penguasa 

tertentu. Penelitian yang secara khusus membahas model integrasi antara kekuasaan politik dan 

otoritas fikih dalam proses pembentukan hukum Islam masih relatif terbatas, terutama yang mencoba 
melihat hubungan tersebut sebagai suatu sistem yang memiliki pola tertentu dalam struktur 

pemerintahan kerajaan Islam. 

Banyak kajian klasik, hubungan antara ulama dan penguasa sering kali dipahami secara 
dikotomis, seolah-olah keduanya berada dalam posisi yang saling berhadapan. Padahal dalam praktik 

sejarah, hubungan tersebut sering kali bersifat lebih kompleks dan tidak jarang menunjukkan adanya 

kerja sama yang saling menguatkan. Ulama membutuhkan dukungan politik agar hukum Islam dapat 
diterapkan secara efektif di masyarakat, sementara penguasa memerlukan legitimasi keagamaan agar 

kebijakan yang diambil memperoleh penerimaan dari masyarakat Muslim. 

Kajian mengenai hubungan antara kekuasaan politik dan hukum Islam telah menjadi perhatian 
berbagai peneliti dalam studi sejarah hukum Islam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

pembentukan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan antara ulama sebagai 

pemegang otoritas keilmuan dan penguasa sebagai pemegang otoritas politik dalam sistem 
pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh Wael B. Hallaq menunjukkan bahwa dalam sejarah 

Islam klasik, hukum Islam berkembang terutama melalui aktivitas intelektual para ulama yang relatif 

independen dari kekuasaan politik. Menurutnya, para ahli fikih memiliki otoritas besar dalam 
merumuskan hukum Islam melalui proses ijtihad dan pengembangan mazhab-mazhab fikih. Negara 

dalam hal ini lebih berperan sebagai pihak yang menerapkan hukum yang telah dirumuskan oleh para 

ulama dalam praktik pemerintahan. 
Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh Noel J. Coulson yang menekankan bahwa dalam 

praktik sejarah, hubungan antara hukum Islam dan kekuasaan politik tidak sepenuhnya terpisah. 

Coulson menjelaskan bahwa penguasa dalam berbagai kerajaan Islam sering kali memiliki peran dalam 
membentuk regulasi yang berkaitan dengan administrasi negara, seperti pengaturan perpajakan, 

keamanan, dan tata kelola pemerintahan. Regulasi tersebut kemudian disesuaikan dengan prinsip-

prinsip hukum Islam agar tetap memperoleh legitimasi keagamaan dari para ulama. 
Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hasan menyoroti peran penting lembaga 

peradilan dalam integrasi antara hukum Islam dan sistem pemerintahan. Dalam kajiannya dijelaskan 

bahwa para hakim yang berasal dari kalangan ulama menjadi penghubung antara otoritas keilmuan 
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fikih dan kebijakan negara. Melalui lembaga peradilan tersebut, prinsip-prinsip hukum Islam dapat 
diterapkan secara lebih sistematis dalam kehidupan masyarakat. 

Beberapa penelitian kontemporer juga menunjukkan bahwa hubungan antara ulama dan 

penguasa dalam sejarah Islam tidak selalu bersifat konflik, tetapi sering kali menunjukkan pola kerja 
sama yang saling menguatkan. Ulama memberikan legitimasi keagamaan terhadap kebijakan yang 

diambil oleh penguasa, sedangkan penguasa memberikan dukungan politik dan kelembagaan bagi 

perkembangan hukum Islam. 
Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan gambaran mengenai hubungan 

antara kekuasaan politik dan hukum Islam, sebagian besar kajian masih menempatkan kedua otoritas 

tersebut secara terpisah atau menitikberatkan pada salah satu aspek saja, baik aspek perkembangan 
fikih maupun aspek kebijakan politik penguasa. Penelitian yang secara khusus mengkaji model 

integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih dalam pembentukan hukum Islam pada masa 

kerajaan masih relatif terbatas. 
Berdasarkan kenyataan tersebut, penting untuk melihat kembali bagaimana proses integrasi 

antara kekuasaan politik dan otoritas fikih berlangsung dalam pembentukan hukum Islam pada masa 
kerajaan Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bahwa hukum Islam dalam 

sejarah tidak hanya dibentuk melalui proses ijtihad keilmuan semata, tetapi juga melalui interaksi 

institusional antara lembaga keagamaan dan lembaga politik. Dengan kata lain, hukum Islam dalam 
praktik pemerintahan merupakan hasil dari proses dialektika antara otoritas keilmuan ulama dan 

kebutuhan praktis dalam pengelolaan negara. Sejarah hukum islam dapat kita lihat pada tabel di bawah 

ini : 
Tabel 1 

Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Kerajaan/Dinasti Islam 

No Kerjaan / Dinasti 

Islam 

Periode 

Kekuasaaan 

Karakteristik 

Perkembangan 

Hukum Islam 

Kontribusi Terhadap 

Hukum Islam 

1 Dinasti Umayyah 661–750 M Hukum Islam mulai 

diterapkan dalam 
administrasi 

pemerintahan dan 

wilayah kekuasaan yang 
luas. Peran qadhi mulai 

dilembagakan oleh 

negara. 

Penguatan lembaga 

peradilan Islam dan 
penunjukan hakim resmi 

oleh negara. 

2 Dinasti Abbasiyah 750–1258 M Perkembangan ilmu fikih 
sangat pesat dengan 

munculnya berbagai 

mazhab fikih. Ulama 
memiliki peran besar 

dalam merumuskan 

hukum Islam. 

Kodifikasi pemikiran fikih, 
berkembangnya mazhab 

seperti Hanafi, Maliki, 

Syafi’i, dan Hanbali. 

3 Dinasti Fatimiyah 909–1171 M Penerapan hukum Islam 
berdasarkan mazhab 

Syiah Ismailiyah dalam 

sistem pemerintahan. 

Pembentukan sistem 
hukum berbasis mazhab 

Syiah dan pengembangan 

lembaga pendidikan 
keagamaan. 

4 Kesultanan Seljuk 1037–1194 M Penguatan peran ulama 

Sunni dalam 

pemerintahan dan 
pengembangan lembaga 

Pendirian madrasah untuk 

mengembangkan kajian 
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pendidikan hukum 

Islam. 

fikih dan memperkuat 

otoritas ulama. 

5 Kesultanan 

Mamluk 

1250–1517 M Sistem peradilan 

menggunakan empat 
mazhab fikih Sunni 

secara bersamaan. 

Pengakuan resmi terhadap 

keberagaman mazhab 
dalam sistem peradilan 

Islam. 

6 Kesultanan 

Utsmaniyah 

1299–1922 M Hukum Islam 

mengalami proses 
kodifikasi dalam bentuk 

regulasi negara. 

Penguasa memiliki peran 
dalam legislasi hukum. 

Penyusunan kodifikasi 

hukum Islam seperti 
Majallah al-Ahkam al-

Adliyyah. 

 

Perkembangan hukum Islam pada masa kerajaan Islam pada tabel di atas menunjukkan bahwa 
hukum Islam tidak hanya berkembang melalui kajian keilmuan para ulama, tetapi juga melalui interaksi 
dengan sistem pemerintahan. Pada beberapa dinasti, penguasa memiliki peran besar dalam 
menerapkan hukum Islam dalam sistem administrasi negara, sementara pada dinasti lain peran ulama 
lebih dominan dalam menentukan arah perkembangan hukum. 

Selain berkembang di kawasan Timur Tengah dan dunia Islam secara umum, hukum Islam 
juga mengalami proses perkembangan yang signifikan di wilayah Nusantara. Sejak masuknya Islam ke 

Indonesia sekitar abad ke-13, berbagai kerajaan Islam mulai muncul dan menjadikan ajaran Islam 
sebagai salah satu dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan sosial  masyarakat. 

Dalam konteks ini, hubungan antara ulama dan penguasa juga memainkan peran penting dalam 

pembentukan dan penerapan hukum Islam. 
Salah satu kerajaan Islam awal di Nusantara adalah Samudera Pasai yang berkembang pada 

abad ke-13 hingga abad ke-15 di wilayah Aceh. Kerajaan ini dikenal sebagai pusat perdagangan 

sekaligus pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Dalam praktik pemerintahannya, hukum Islam 
mulai diterapkan dalam sistem peradilan dan kehidupan sosial masyarakat. Para ulama memiliki posisi 

penting sebagai penasehat kerajaan serta sebagai qadhi yang memutuskan perkara berdasarkan hukum 

Islam. 
Perkembangan hukum Islam di Nusantara semakin kuat pada masa Kesultanan Malaka pada 

abad ke-15. Kesultanan ini menjadi pusat perdagangan internasional dan penyebaran Islam di kawasan 

Asia Tenggara. Pada masa ini disusun berbagai aturan hukum yang dikenal sebagai Undang-Undang 
Melaka, yang memadukan prinsip-prinsip hukum Islam dengan adat Melayu. Hal ini menunjukkan 

adanya integrasi antara norma keagamaan dan kebutuhan administratif negara. 

Di wilayah Jawa, perkembangan hukum Islam terlihat dalam pemerintahan Kesultanan Demak 
pada abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Kesultanan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau 

Jawa yang memiliki hubungan erat dengan para ulama yang dikenal sebagai Wali Songo. Dalam sistem 

pemerintahan Demak, para ulama berperan dalam memberikan legitimasi keagamaan terhadap 
kebijakan politik penguasa serta dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum masyarakat.  

Selanjutnya, perkembangan hukum Islam juga terlihat dalam pemerintahan Kesultanan Aceh 

Darussalam pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, 
hukum Islam diterapkan secara lebih sistematis dalam sistem pemerintahan dan peradilan. Para ulama 

memiliki kedudukan penting dalam struktur pemerintahan, baik sebagai mufti, qadhi, maupun sebagai 

penasehat kerajaan dalam bidang keagamaan. 
Selain itu, kerajaan Islam lain seperti Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram juga 

menunjukkan adanya integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas keagamaan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kedua kerajaan tersebut, ulama sering kali menjadi bagian 
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penting dalam lembaga peradilan dan dalam proses legitimasi kebijakan politik penguasa.  Untuk 
memperjelas perkembangan tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2 

Perkembangan Hukum Islam pada Masa Kerajaan Islam di Indonesia 

No Kerajaan/Kesultanan Periode Karakteristik 

Perkembangan Hukum 
Islam 

Kontribusi 

Terhadap 
Hukum Islam 

1 
Samudera Pasai ±1267–1521 M 

Penerapan hukum Islam 
dalam sistem peradilan 

kerajaan. 

Menjadi pusat awal 
penerapan hukum 

Islam di Nusantara. 

2 

Kesultanan Malaka 1400–1511 M 

Integrasi hukum Islam 

dengan adat Melayu 

dalam Undang-Undang 
Melaka. 

Pengembangan 

sistem hukum yang 

memadukan syariat 
dan adat. 

3 

Kesultanan Demak 1475–1548 M 

Peran ulama sangat kuat 

dalam pemerintahan dan 
legitimasi politik. 

Penguatan 

hubungan ulama 

dan penguasa 
dalam sistem 

pemerintahan. 

4. 

Kesultanan Aceh 

Darussalam 
1496–1903 M 

Penerapan hukum Islam 
dalam administrasi negara 

dan peradilan. 

Penguatan institusi 

ulama seperti mufti 

dan qadhi dalam 
pemerintahan. 

5 

Kesultanan Banten 1526–1813 M 

Hukum Islam digunakan 

dalam sistem peradilan 

dan perdagangan. 

Penguatan 
penerapan hukum 

Islam dalam 

masyarakat pesisir 
dan perdagangan. 

6 
Kesultanan Mataram 

Islam 
1586–1755 M 

Integrasi hukum Islam 

dengan tradisi dan 
struktur politik Jawa. 

Adaptasi hukum 
Islam dalam 

konteks budaya 

lokal. 

 

Perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia tersebut menunjukkan bahwa penerapan 
hukum Islam di Nusantara juga terbentuk melalui proses interaksi antara otoritas ulama dan kekuasaan 

politik. Para ulama berperan dalam memberikan legitimasi keagamaan terhadap kebijakan kerajaan, 

sementara para penguasa menyediakan dukungan kelembagaan bagi penerapan hukum Islam dalam 
kehidupan masyarakat. 

Pengalaman sejarah kerajaan Islam di Indonesia memperlihatkan bahwa integrasi antara 

otoritas politik dan otoritas fikih bukan hanya terjadi di kawasan Timur Tengah, tetapi juga 
berkembang dalam konteks lokal Nusantara dengan karakteristik yang khas. Integrasi tersebut menjadi 

bagian penting dalam memahami dinamika pembentukan hukum Islam dalam sistem pemerintahan 

kerajaan, sekaligus memperlihatkan bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan kondisi sosial dan 
budaya masyarakat setempat. 

Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif 
mengenai karakteristik pembentukan hukum Islam dalam sistem pemerintahan kerajaan. Melalui 
kajian terhadap model integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih, penelitian ini diharapkan 
dapat menjelaskan bagaimana hukum Islam dibentuk, dilegitimasi, dan diterapkan dalam konteks 
pemerintahan yang memiliki struktur kekuasaan tertentu. Selain itu,  kajian ini juga dapat 
memperlihatkan bagaimana peran ulama dan penguasa saling berinteraksi dalam membentuk sistem 
hukum yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. 
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Fokus penelitian ini diarahkan pada upaya untuk mengidentifikasi pola atau model integrasi  
antara otoritas politik dan otoritas fikih dalam pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan Islam. 

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelusuri peristiwa sejarah atau kebijakan hukum 

tertentu, tetapi juga berusaha memahami mekanisme hubungan institusional antara penguasa dan 
ulama dalam proses legislasi hukum Islam. Pendekatan semacam ini diharapkan dapat menghasilkan 

temuan baru yang memperkaya kajian sejarah hukum Islam, khususnya dalam memahami bagaimana 

hukum Islam berkembang dalam kerangka sistem pemerintahan. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis-normatif 

untuk mengkaji proses integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih dalam pembentukan 

hukum Islam pada masa kerajaan Islam. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri 
perkembangan hukum Islam pada berbagai dinasti atau kerajaan Islam dalam konteks sosial, politik, 

dan kelembagaan yang melingkupinya, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis 

konsep-konsep hukum Islam yang berkembang dalam literatur fikih serta penerapannya dalam sistem 
pemerintahan pada masa tersebut. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh dari berbagai literatur klasik dan karya ilmiah yang membahas sejarah hukum Islam, 

pemikiran para ulama fikih, serta kebijakan hukum yang diterapkan oleh penguasa pada masa kerajaan 

Islam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen sejarah, serta 
kajian-kajian akademik yang relevan dengan hubungan antara otoritas keagamaan dan kekuasaan 

politik dalam perkembangan hukum Islam. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan 
menelaah berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang telah 

dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan 

menggambarkan perkembangan hukum Islam pada masa kerajaan Islam serta menganalisis pola 
hubungan antara ulama dan penguasa dalam proses pembentukan hukum. Selain itu, penelitian ini 

juga menggunakan pendekatan konseptual dalam fikih muamalah dan teori hubungan agama dan 

negara untuk memahami mekanisme integrasi antara otoritas keilmuan ulama dan otoritas politik 
penguasa dalam sistem pemerintahan Islam. 

Kajian mengenai model integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih juga memiliki 

relevansi dalam memahami perkembangan hukum Islam pada masa kontemporer. Meskipun konteks 
pemerintahan modern berbeda dengan sistem kerajaan dalam sejarah Islam, dinamika hubungan 

antara otoritas keagamaan dan otoritas negara masih menjadi isu penting dalam berbagai negara 

Muslim. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pola hubungan tersebut dalam perspektif sejarah dapat 
memberikan kontribusi konseptual dalam memahami posisi hukum Islam dalam sistem hukum dan 

politik modern. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai model integrasi kekuasaan politik dan 
otoritas fikih dalam pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan Islam menjadi penting untuk 

dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai 

dinamika pembentukan hukum Islam dalam sejarah, sekaligus mengungkap pola hubungan antara 
ulama dan penguasa yang selama ini belum banyak dikaji secara sistematis dalam studi hukum Islam. 

B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa 

permasalahan utama sebagai berikut: 
1. Bagaimana hubungan antara kekuasaan politik dan otoritas fikih dalam proses pembentukan 

hukum Islam pada masa kerajaan Islam? 
2. Bagaimana peran ulama dan penguasa dalam menentukan kebijakan hukum yang berlaku dalam 

sistem pemerintahan kerajaan Islam? 
3. Bagaimana model integrasi antara otoritas politik dan otoritas fikih dalam pembentukan hukum 

Islam pada masa kerajaan Islam? 
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi terbentuknya integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas 

fikih dalam pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan Islam? 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menganalisis hubungan antara kekuasaan politik dan otoritas fikih dalam proses 

pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan Islam. 
2. Untuk mengkaji peran ulama dan penguasa dalam menentukan kebijakan hukum dalam sistem 

pemerintahan kerajaan Islam. 
3. Untuk mengidentifikasi dan merumuskan model integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas 

fikih dalam pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan Islam. 
4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya integrasi antara kekuasaan 

politik dan otoritas fikih dalam pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan Islam.  
 

PEMBAHASAN 
A. Hubungan antara Kekuasaan Politik dan Otoritas Fikih dalam Pembentukan Hukum 

Islam pada Masa Kerajaan Islam 
Sejarah perkembangan hukum Islam, hubungan antara kekuasaan politik dan otoritas fikih 

merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi terbentuknya sistem hukum yang berlaku 

di masyarakat Muslim. Sejak masa awal pemerintahan Islam, hukum Islam tidak hanya berkembang 

sebagai norma keagamaan yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis, tetapi juga mengalami proses 
institusionalisasi dalam sistem pemerintahan yang dijalankan oleh para khalifah maupun penguasa 

kerajaan Islam. 

Pada masa kerajaan Islam, kekuasaan politik berada di tangan penguasa yang memilik i otoritas 
untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum. Sementara itu, 

otoritas fikih berada pada para ulama dan ahli hukum Islam yang memiliki keilmuan dalam memahami 

dan menafsirkan sumber-sumber hukum Islam. Kedua otoritas tersebut memiliki peran yang berbeda 
namun saling berkaitan dalam proses pembentukan hukum Islam. 

Perkembangan hukum Islam pada masa kerajaan-kerajaan Islam menunjukkan bahwa hukum 
Islam tidak berkembang secara terpisah dari dinamika politik dan pemerintahan. Setiap dinasti 

memiliki karakteristik tersendiri dalam mengelola hubungan antara kekuasaan pol itik dan otoritas 

keagamaan. Pada masa awal pemerintahan kerajaan Islam, seperti pada masa Dinasti Umayyah, hukum 
Islam mulai diintegrasikan dengan sistem administrasi pemerintahan melalui pembentukan lembaga 

peradilan dan pengangkatan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mulai berfungsi sebagai 

instrumen dalam pengaturan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.  
Perkembangan yang lebih signifikan terjadi pada masa Dinasti Abbasiyah, ketika ilmu fikih 

berkembang pesat dan melahirkan berbagai mazhab hukum Islam. Para ulama memainkan peran 

penting dalam merumuskan kaidah hukum yang kemudian menjadi rujukan utama dalam praktik 
peradilan dan kehidupan sosial masyarakat Muslim. Pada periode berikutnya, berbagai kerajaan Islam 

menunjukkan variasi dalam penerapan hukum Islam. Sebagai contoh, Dinasti Fatimiyah menerapkan 

sistem hukum yang didasarkan pada mazhab Syiah Ismailiyah, sedangkan Kesultanan Mamluk 
memberikan ruang bagi penerapan empat mazhab fikih Sunni secara bersamaan dalam sistem 

peradilan. Sementara itu, pada masa Kesultanan Utsmaniyah terjadi perkembangan penting berupa 

kodifikasi hukum Islam dalam bentuk regulasi yang lebih sistematis. Upaya ini menunjukkan adanya 
integrasi yang lebih kuat antara hukum Islam dan sistem hukum negara.  

Hubungan antara kekuasaan politik dan otoritas fikih pada masa kerajaan Islam tidak selalu 

bersifat hierarkis atau dominatif. Dalam banyak kasus, hubungan tersebut lebih bersifat interaktif dan 
saling melengkapi. Para ulama memberikan legitimasi keagamaan terhadap kebijakan hukum yang 

diambil oleh penguasa, sedangkan penguasa menyediakan ruang institusional bagi ulama untuk 

menjalankan fungsi keilmuan dan peradilan dalam masyarakat. Sebagai contoh dalam sejarah 
pemerintahan Islam, para penguasa sering mengangkat qadhi atau hakim yang berasal dari kalangan 

ulama untuk memutuskan perkara hukum berdasarkan prinsip-prinsip fikih. Dengan demikian, 

meskipun kekuasaan politik berada di tangan penguasa, pelaksanaan hukum Islam dalam banyak kasus 
tetap mengacu pada interpretasi hukum yang diberikan oleh para ulama. 
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Hubungan tersebut tidak selalu berjalan secara harmonis. Dalam beberapa situasi tertentu, 
penguasa dapat mengambil kebijakan hukum yang lebih didasarkan pada pertimbangan politik atau 

kepentingan administratif negara. Dalam kondisi seperti ini, peran ulama menjadi penting untuk 

memberikan pandangan keagamaan yang dapat menjadi dasar legitimasi atau bahkan kritik terhadap 
kebijakan yang diambil oleh penguasa. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa hubungan antara  

kekuasaan politik dan otoritas fikih dalam pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan merupakan 

hubungan yang dinamis. Hukum Islam tidak hanya lahir dari proses ijtihad para ulama, tetapi juga 
terbentuk melalui interaksi dengan struktur kekuasaan yang mengatur kehidupan masyarakat. 

Hubungan antara kekuasaan politik dan otoritas fikih merupakan salah satu unsur penting 

dalam memahami perkembangan hukum Islam pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sejak 
masuknya Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13, ajaran Islam tidak hanya berkembang sebagai sistem 

keagamaan, tetapi juga mulai mempengaruhi sistem pemerintahan, sosial, dan hukum dalam berbagai 

kerajaan Islam. Dalam konteks tersebut, hubungan antara ulama sebagai pemegang otoritas keilmuan 
dalam bidang fikih dan penguasa sebagai pemegang kekuasaan politik menjadi faktor penting dalam 

pembentukan serta penerapan hukum Islam dalam sistem pemerintahan kerajaan.  
Pada masa kerajaan Islam di Indonesia, hukum Islam berkembang melalui interaksi antara 

otoritas keagamaan dan kekuasaan politik. Para ulama berperan dalam memberikan pemahaman 

keagamaan serta merumuskan prinsip-prinsip hukum Islam berdasarkan al-Qur’an dan hadis, 
sementara para penguasa memiliki kewenangan dalam menerapkan dan melembagakan hukum 

tersebut dalam sistem pemerintahan. Hubungan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam 

tidak hanya bergantung pada otoritas keilmuan ulama, tetapi juga pada dukungan politik dari penguasa 
kerajaan. 

Salah satu kerajaan Islam awal di Indonesia adalah Samudera Pasai yang berkembang pada 

abad ke-13 hingga abad ke-15. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu pusat awal penyebaran Islam di 
Asia Tenggara. Dalam sistem pemerintahannya, hukum Islam mulai diterapkan dalam berbagai aspek 

kehidupan masyarakat, khususnya dalam sistem peradilan. Para ulama memiliki peran penting sebagai 

qadhi atau hakim yang memutuskan perkara berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, sementara 
sultan berperan dalam memberikan legitimasi politik terhadap penerapan hukum tersebut.  

Perkembangan hubungan antara ulama dan penguasa semakin terlihat pada masa Kesultanan 

Aceh Darussalam. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, hukum Islam diterapkan secara 
lebih sistematis dalam sistem pemerintahan kerajaan. Para ulama memiliki kedudukan penting dalam 

struktur pemerintahan, baik sebagai mufti, qadhi, maupun penasehat kerajaan dalam berbagai 

persoalan keagamaan dan hukum. Melalui peran tersebut, hukum Islam dapat diterapkan secara lebih 
luas dalam kehidupan masyarakat. 

Wilayah Jawa, hubungan antara kekuasaan politik dan otoritas fikih juga dapat dilihat pada 

masa Kesultanan Demak, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Dalam kerajaan ini, 
para ulama yang dikenal sebagai Wali Songo memiliki pengaruh besar dalam proses Islamisasi 

sekaligus dalam memberikan legitimasi keagamaan terhadap pemerintahan sultan. Ulama tidak hanya 

berperan dalam penyebaran ajaran Islam, tetapi juga dalam memberikan nasihat kepada penguasa 
dalam berbagai persoalan sosial dan hukum. 

Hubungan antara ulama dan penguasa juga terlihat pada masa Kesultanan Banten dan 

Kesultanan Mataram. Dalam kedua kerajaan tersebut, hukum Islam mulai digunakan sebagai dasar 
dalam penyelesaian berbagai perkara masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah keluarga, 

perdagangan, dan kehidupan sosial. Para ulama sering kali dilibatkan dalam lembaga peradilan kerajaan 

serta dalam memberikan legitimasi keagamaan terhadap kebijakan politik yang diambil oleh penguasa. 
Berdasarkan berbagai pengalaman sejarah tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan antara 

kekuasaan politik dan otoritas fikih dalam pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan Islam di 

Indonesia bersifat saling melengkapi. Ulama memiliki peran dalam merumuskan dan menjelaskan 
prinsip-prinsip hukum Islam, sementara penguasa berperan dalam menerapkan serta melembagakan 

hukum tersebut dalam sistem pemerintahan. Hubungan ini menunjukkan bahwa perkembangan 

hukum Islam di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika keilmuan para ulama, tetapi juga 
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oleh kebijakan politik para penguasa kerajaan yang memberikan ruang bagi penerapan hukum Islam 
dalam kehidupan masyarakat. 

 

 
B. Peran Ulama dan Penguasa dalam Menentukan Kebijakan Hukum 

Peran ulama dan penguasa dalam pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan memiliki 

karakteristik yang berbeda tetapi saling melengkapi. Ulama berperan sebagai pemegang otoritas 

keilmuan dalam bidang hukum Islam. Mereka memiliki kemampuan untuk memahami sumber-
sumber hukum Islam, melakukan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan, serta merumuskan 

kaidah-kaidah hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.  

Dalam praktiknya, ulama sering menjadi rujukan utama dalam berbagai persoalan hukum yang 
muncul di masyarakat. Melalui fatwa, pengajaran, maupun aktivitas peradilan, para ulama  memberikan 

panduan hukum yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Keilmuan yang dimiliki oleh ulama 

memberikan mereka posisi penting dalam struktur sosial masyarakat Muslim, terutama dalam hal yang 
berkaitan dengan penentuan norma-norma hukum yang sesuai dengan ajaran Islam. Di sisi lain, 

penguasa memiliki peran dalam memastikan bahwa hukum yang berlaku dapat dijalankan secara 
efektif dalam sistem pemerintahan. Penguasa memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan, 

mengatur lembaga peradilan, serta menetapkan berbagai peraturan yang diperlukan untuk menjaga 

ketertiban dan stabilitas masyarakat. 
Dalam beberapa kasus, penguasa juga mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan 

kepentingan administrasi negara, seperti pengaturan pajak, keamanan, perdagangan, dan tata kelola 

pemerintahan. Regulasi tersebut sering kali tidak secara langsung disebutkan dalam teks-teks fikih 
klasik, sehingga diperlukan penyesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam agar tetap memiliki 

legitimasi keagamaan. Oleh karena itu, dalam praktiknya terjadi kerja sama antara ulama dan penguasa 

dalam menentukan kebijakan hukum. Ulama memberikan landasan normatif berdasarkan prinsip-
prinsip syariah, sedangkan penguasa menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam bentuk 

kebijakan yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Hubungan kerja sama ini menunjukkan 

bahwa pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan tidak hanya merupakan proses keilmuan, tetapi 
juga proses institusional yang melibatkan berbagai aktor dalam struktur pemerintahan.  

 

Tabel 3 
Peran Ulama dan Penguasa dalam Pembentukan Hukum Islam pada Masa Kerajaan 

No Aspek Peran Ulama Peran Penguasa Bentuk Integrasi 
dalam Pembentukan 

Hukum 

1 
Otoritas 

Keilmuan 

Ulama memiliki 
otoritas dalam 

memahami Al-Qur’an 

dan hadis serta 
melakukan ijtihad 

untuk merumuskan 

hukum Islam. 

Penguasa tidak 

berperan langsung 

dalam ijtihad, tetapi 
memanfaatkan hasil 

pemikiran ulama 

sebagai dasar dalam 
pengambilan 

kebijakan hukum. 

Ulama menyediakan 

dasar normatif hukum 

Islam, sedangkan 
penguasa menggunakan 

hasil ijtihad tersebut 

sebagai pedoman dalam 
penyusunan kebijakan 

negara. 

2 
Penafsiran 

Hukum 

Ulama menafsirkan 

teks-teks keagamaan 

dan menyusun kaidah 
fikih yang dapat 

diterapkan dalam 

kehidupan 
masyarakat. 

Penguasa 

memastikan bahwa 

hasil penafsiran 
hukum dapat 

diterapkan secara 

praktis dalam sistem 
pemerintahan. 

Terjadi proses 

penerjemahan norma 

fikih ke dalam regulasi 
atau kebijakan negara. 
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3 
Fatwa dan 

Konsultasi 

Ulama memberikan 

fatwa terhadap 

berbagai persoalan 
hukum yang muncul 

di masyarakat 

maupun dalam 
kebijakan negara. 

Penguasa sering 

meminta 

pertimbangan ulama 
sebelum mengambil 

keputusan yang 

berkaitan dengan 
hukum Islam. 

Fatwa ulama menjadi 

dasar legitimasi 
keagamaan bagi 

kebijakan politik dan 

hukum negara. 

4 Sistem Peradilan 

Ulama sering diangkat 
sebagai qadhi atau 

hakim yang bertugas 

memutuskan perkara 
berdasarkan hukum 

Islam. 

Penguasa 
membentuk lembaga 

peradilan serta 

mengangkat hakim 
untuk menjalankan 

fungsi peradilan. 

Terbentuknya sistem 

peradilan Islam yang 
terintegrasi dalam 

struktur pemerintahan 

kerajaan. 

5 Regulasi Negara 

Ulama memberikan 

panduan mengenai 

prinsip-prinsip 
syariah yang harus 

diperhatikan dalam 

pembuatan regulasi. 

Penguasa 

menetapkan berbagai 
regulasi terkait 

administrasi negara 

seperti pajak, 
keamanan, dan 

perdagangan. 

Regulasi negara disusun 

dengan 

mempertimbangkan 
prinsip-prinsip hukum 

Islam agar memiliki 

legitimasi keagamaan. 

6 Stabilitas Sosial 

Ulama berperan 

dalam memberikan 

pendidikan agama dan 
membimbing 

masyarakat agar 

mematuhi hukum 
Islam. 

Penguasa menjaga 
ketertiban dan 

stabilitas sosial 

melalui penerapan 
hukum dan kebijakan 

pemerintahan. 

Hukum Islam berfungsi 

sebagai instrumen untuk 
menjaga ketertiban 

sosial dalam masyarakat 

Muslim. 

7 
Legitimasi 

Kekuasaan 

Ulama memberikan 
dukungan moral dan 

keagamaan terhadap 

kepemimpinan 
penguasa yang 

menjalankan hukum 

Islam. 

Penguasa 

memberikan 
perlindungan dan 

dukungan terhadap 

ulama serta lembaga 
keagamaan. 

Terjadi hubungan saling 
membutuhkan antara 

otoritas keagamaan dan 

kekuasaan politik. 

 

C. Model Integrasi antara Kekuasaan Politik dan Otoritas Fikih 
Berdasarkan dinamika hubungan antara ulama dan penguasa dalam sejarah kerajaan Islam, 

dapat diidentifikasi beberapa model integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih dalam 

pembentukan hukum Islam. 

1. Model pertama adalah model legitimasi keagamaan, yaitu kondisi di mana kebijakan hukum yang 
diambil oleh penguasa memperoleh legitimasi dari para ulama. Dalam model ini, ulama berperan 
sebagai pemberi legitimasi terhadap kebijakan politik sehingga kebijakan tersebut dapat diterima 
oleh masyarakat sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Islam. 

2. Model kedua adalah model konsultatif, yaitu hubungan antara penguasa dan ulama yang bersifat 
saling berkonsultasi dalam menentukan kebijakan hukum. Dalam model ini, penguasa tidak 
mengambil keputusan secara sepihak, tetapi melibatkan ulama dalam proses perumusan kebijakan 
yang berkaitan dengan hukum Islam. 

3. Model ketiga adalah model institusional, yaitu integrasi antara otoritas politik dan otoritas fikih 
melalui lembaga-lembaga resmi seperti lembaga peradilan atau lembaga fatwa. Dalam model ini, 
ulama ditempatkan dalam struktur pemerintahan sebagai hakim atau penasihat hukum yang 
memiliki peran formal dalam sistem hukum negara. 
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Ketiga model tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas 
fikih dapat berlangsung dalam berbagai bentuk. Model integrasi tersebut dipengaruhi oleh kondisi 

sosial, politik, dan budaya yang berkembang pada masa pemerintahan kerajaan Islam.  

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Integrasi Kekuasaan Politik dan Otoritas Fikih 
Integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih dalam pembentukan hukum Islam tidak 

terjadi secara kebetulan, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang dalam masyarakat 

dan sistem pemerintahan. Salah satu faktor penting adalah kebutuhan akan legitimasi keagamaan. 

Dalam masyarakat Muslim, legitimasi keagamaan memiliki peran yang sangat penting dalam 
menentukan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh penguasa. Oleh karena itu, 

penguasa sering kali memerlukan dukungan ulama agar kebijakan yang diambil dapat diterima oleh 

masyarakat sebagai bagian dari penerapan ajaran Islam. 
Faktor lain yang mempengaruhi integrasi tersebut adalah perkembangan keilmuan dalam 

bidang fikih. Semakin berkembangnya kajian fikih memberikan kontribusi besar dalam menyediakan 

kerangka normatif yang dapat dijadikan dasar bagi penguasa dalam menyusun kebijakan hukum. Selain 
itu, struktur pemerintahan juga mempengaruhi bentuk integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas 

fikih. Dalam sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi ulama untuk terlibat dalam lembaga 
peradilan atau lembaga fatwa, integrasi antara kedua otoritas tersebut cenderung lebih kuat.  

Faktor sosial dan budaya juga memiliki pengaruh yang signifikan. Dalam masyarakat yang 

memiliki tradisi keagamaan yang kuat, peran ulama dalam menentukan kebijakan hukum cenderung 
lebih besar. Sebaliknya, dalam kondisi politik tertentu di mana penguasa memiliki kontrol yang lebih 

dominan, peran ulama dalam proses legislasi hukum dapat menjadi lebih terbatas. 

Tabel 4 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Integrasi Antara Kekuasaan Politik Dan Otoritas Fikih 

Dalam Pembentukan Hukum Islam 

No Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Penjelasan Contoh Sejarah dalam 

Kerajaan Islam 

1 Legitimasi Keagamaan 

Penguasa memerlukan 

legitimasi dari ulama agar 

kebijakan politik dan hukum 
yang diterapkan dapat diterima 

oleh masyarakat Muslim 

sebagai bagian dari ajaran 
Islam. Legitimasi ini biasanya 

diberikan melalui fatwa atau 

dukungan ulama terhadap 
kebijakan negara. 

Pada masa Dinasti Abbasiyah, 

para khalifah sering 

melibatkan ulama dalam 
memberikan legitimasi 

terhadap kebijakan 

pemerintahan. Di Indonesia, 
para sultan di Kesultanan 

Aceh Darussalam juga 

melibatkan ulama sebagai 
penasehat keagamaan agar 

kebijakan kerajaan 

memperoleh legitimasi 
syariat. 

2 
Perkembangan Ilmu 

Fikih 

Kemajuan dalam kajian fikih 
memberikan dasar normatif 

yang kuat bagi pembentukan 

hukum Islam. Ulama melalui 
ijtihad merumuskan kaidah 

hukum yang kemudian 

dijadikan pedoman dalam 
praktik peradilan dan kebijakan 

negara. 

Pada masa Dinasti Abbasiyah 
berkembang berbagai 

mazhab fikih seperti Hanafi, 

Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. 
Di Nusantara, mazhab Syafi’i 

menjadi rujukan utama dalam 

penerapan hukum Islam pada 
kerajaan seperti Samudera 

Pasai dan Kesultanan Demak. 

3 Struktur Pemerintahan 

Sistem pemerintahan yang 

memberikan ruang bagi ulama 

dalam lembaga negara akan 

Pada masa Dinasti Umayyah 

mulai dibentuk lembaga 

peradilan dengan 
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memperkuat integrasi antara 

kekuasaan politik dan otoritas 

fikih. Ulama dapat berperan 
sebagai hakim, mufti, atau 

penasihat hukum dalam 

pemerintahan. 

pengangkatan qadhi oleh 

penguasa. Di Indonesia, 

ulama juga memiliki posisi 
penting dalam struktur 

pemerintahan Kesultanan 

Aceh Darussalam sebagai 
mufti dan qadhi kerajaan. 

4 Sistem Peradilan Islam 

Pembentukan lembaga 

peradilan berbasis syariat 

memperkuat hubungan antara 
ulama dan negara. Para hakim 

dari kalangan ulama memiliki 
kewenangan memutuskan 

perkara berdasarkan prinsip 

syariah. 

Pada masa Kesultanan 
Mamluk, sistem peradilan 

mengakui empat mazhab 

fikih Sunni. Di Nusantara, 
lembaga peradilan berbasis 

hukum Islam juga 
berkembang dalam kerajaan 

seperti Kesultanan Banten, 

terutama dalam perkara 
keluarga dan perdagangan. 

5 Faktor Sosial dan Budaya 

Tradisi keagamaan masyarakat 

mempengaruhi posisi ulama 

dalam struktur sosial. Dalam 
masyarakat yang memiliki 

kesadaran keagamaan tinggi, 

ulama memiliki pengaruh kuat 
dalam menentukan kebijakan 

hukum. 

Dalam masyarakat Muslim 
pada masa Kesultanan Seljuk, 

ulama memiliki pengaruh 

besar karena dukungan 
penguasa terhadap madrasah. 

Di Indonesia, para ulama 

seperti Wali Songo memiliki 
pengaruh besar dalam 

masyarakat pada masa 

Kesultanan Demak. 

6 
Kepentingan 

Administrasi Negara 

Penguasa sering memerlukan 

aturan hukum yang lebih 
praktis untuk mengatur 

pemerintahan, perdagangan, 

perpajakan, dan keamanan 
sehingga mendorong integrasi 

antara prinsip fikih dengan 

regulasi negara. 

Pada masa Kesultanan 

Utsmaniyah dilakukan 
kodifikasi hukum melalui 

Majallah al-Ahkam al-Adliyyah. 

Di Indonesia, hukum Islam 
juga digunakan untuk 

mengatur perdagangan dan 

kehidupan sosial pada 
Samudera Pasai yang 

merupakan pusat 

perdagangan internasional. 

7 
Hubungan Ulama dan 
Penguasa 

Kedekatan atau kerja sama 
antara ulama dan penguasa 

sangat mempengaruhi proses 

integrasi hukum Islam dalam 
pemerintahan. 

Pada masa Kesultanan Seljuk, 

penguasa mendukung ulama 
dengan mendirikan berbagai 

madrasah. Di Indonesia, 

hubungan erat antara ulama 
dan sultan juga terlihat pada 

masa Kesultanan Mataram, di 

mana ulama berperan sebagai 
penasihat keagamaan 

kerajaan. 

8 Stabilitas Politik 

Stabilitas politik suatu kerajaan 

mempengaruhi efektivitas 

penerapan hukum Islam. 

Pada masa awal Kesultanan 

Utsmaniyah, stabilitas politik 

memungkinkan 
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Dalam kondisi stabil, integrasi 

antara hukum Islam dan sistem 

pemerintahan dapat berjalan 
lebih sistematis. 

pengembangan sistem hukum 

yang terstruktur. Di 

Indonesia, stabilitas 
pemerintahan Kesultanan 

Aceh Darussalam pada masa 

Sultan Iskandar Muda 
memungkinkan penerapan 

hukum Islam yang lebih luas 

dalam pemerintahan. 

 

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih 
dalam pembentukan hukum Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor 

legitimasi keagamaan menjadi salah satu unsur paling penting karena dalam masyarakat Muslim, 
penerimaan terhadap kebijakan negara sangat dipengaruhi oleh kesesuaian kebijakan tersebut dengan 

ajaran Islam. 

Perkembangan ilmu fikih memberikan kerangka normatif yang memungkinkan hukum Islam 
diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Peran ulama sebagai ahli hukum Islam 

menjadi sangat penting dalam menyediakan interpretasi hukum yang dapat dijadikan dasar bagi 

kebijakan negara. Di sisi lain, struktur pemerintahan dan sistem peradilan juga mempengaruhi proses 
integrasi tersebut. Kerajaan-kerajaan Islam yang memberikan ruang bagi ulama dalam lembaga 

pemerintahan cenderung memiliki integrasi yang lebih kuat antara hukum Islam dan sistem politik.  

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan hukum Islam pada 

masa kerajaan Islam, termasuk di wilayah Nusantara, merupakan hasil dari interaksi antara kekuasaan 
politik dan otoritas fikih. Kedua otoritas tersebut memiliki peran yang berbeda namun saling 

melengkapi dalam membentuk sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan 

pemerintahan. Ulama berperan dalam memberikan landasan normatif melalui kajian fikih, fatwa, serta 
peran mereka dalam lembaga peradilan sebagai qadhi atau mufti, sedangkan penguasa memiliki 

kewenangan dalam menerapkan dan melembagakan hukum tersebut melalui kebijakan pemerintahan 

serta struktur administrasi negara. 
Dalam konteks kerajaan Islam di Indonesia, hubungan tersebut dapat dilihat dalam praktik 

pemerintahan berbagai kerajaan seperti Samudera Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan 

Demak, serta Kesultanan Banten. Dalam kerajaan-kerajaan tersebut, para ulama tidak hanya berperan 
sebagai tokoh keagamaan, tetapi juga sebagai penasehat kerajaan, hakim dalam lembaga peradilan, 

serta pemberi legitimasi keagamaan terhadap kebijakan yang diambil oleh penguasa.  

Integrasi antara otoritas politik dan otoritas fikih tersebut melahirkan berbagai bentuk hubungan yang 
mencerminkan dinamika antara kebutuhan keagamaan dan kebutuhan administratif negara. Dalam 

beberapa kerajaan, ulama memiliki pengaruh yang besar dalam perumusan hukum dan kebijakan, 

sementara dalam kondisi lain penguasa memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan 
regulasi yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan legitimasi keagamaan dari para ulama. 
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